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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan  pasal 4 Undang-Undang RepublikIndonesia 

Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam jual 

beli Kosmetikadalah bahwa “produk yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan diwilaya Indonesia wajib bersertifikat halal” 

Namun pada kenyataannya, sertifikasi halal yang telah berjalan 

di Indonesia belum menjamin kepastian hukum bagi konsumen 

muslim di Indonesia.Hal ini dikarenakan belum diterbitkan  

peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksanaan 

undang-undang  jaminan produk halal. Keterlambatan 

penerbitan peraturan pemerintah menyebabkan BPJPH tidak 

dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. 

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan pasal 

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal dalam jual beli Kosmetik adalah 

sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. karena Islam 

memerintahkan umatnya untuk mengonsumsi dan menggunakan 

produk-produk yang halal salah satunya kosmetik. Oleh karena 

dibutuhkan peraturan pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya 

Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 33 tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal.  
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B. Saran  

1. Bagi pemerintah Indonesia sebagai pelaksana Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal, untuk melakukan langka-langka 

Implementasi bertahap berupa sosialisasi, serta melakukan 

sistem pengawasan dan sanksi kepada produsen terkait 

sertifikasi halal sehingga pelaksanaan Jaminan Produk Halal 

benar-benar dapat dijalankan  

2. Bagi konsumen muslim di Indonesia haruslah mencari informasi 

tentang produk produk kosmetik yang baik, aman, serta 

berlebelkan halal. Dan haruslah selektif dalam memilih produk 

kosmetik berlebel halal, guna untuk keamanan dan kenyamanan 

konsumen terutama konsumen muslim di indinesia. 
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